Komisi Pemberantasan Korupsi

2021

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : DJABIR SASOLE
2. Jabatan . KETUA
3. NHK : 83978
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.
1. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/54 m2 di HALMAHERA
SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. Tanah Seluas 30000 m2 di MALUKU TENGAH, HIBAH TANPA
AKTA Rp. 25.000.000
3. Tanah Seluas 375 m2 di MALUKU TENGAH, HIBAH TANPA AKTA
Rp. 35.000.000
4, Tanah Seluas 225 m2 di MALUKU TENGAH, HASIL SENDIRI Rp.
40.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KOTA TERNATE ,
HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/160 m2 di MALUKU
TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI
Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 7.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp.
F. HARTA LAINNYA Rp.
Sub Total Rp.
L HUTANG Rp.

725.000.000

9.000.000

107.500.000

150.963.848

992.463.848
73.080.000
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IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-1li) Rp. 919.383.848

Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhipn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ABDUL RAHMAN SALAM
2. Jabatan : WAKIL KETUA
3. NHK 1 93606
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.
1.  MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 9.000.000
2. MOBIL, SUZUKI BALENO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
160.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp.
F. HARTA LAINNYA Rp.
Sub Total Rp.
lILHUTANG Rp.
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (li-Ill) Rp.

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2022/Periodik - 2021)

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di SIDENRENG
RAPPANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/120 m2 di KOTA PALU ,
HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

3. Tanah Seluas 353 m2 di KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp.
50.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m2/149 m2 di KOTA MAKASSAR
, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

1.450.000.000

159.000.000

34.000.000

94.274.308

1.737.274.308

1.737.274.308

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn. kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
. DATA PRIBADI
1. Nama : ISMAIL WARNANGAN
2. Jabatan ;. HAKIM
3. NHK : 92818
il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 505.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 340 m2/240 m2 di KOTA TERNATE ,
HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

2. Tanah Seluas 800 m2 di BURU, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

3. Tanah Seluas 1360 m2 di KOTA TERNATE , HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/150 m2 di --- RT. RW. Kode
Pos. , [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 105.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 312.500.000

1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI
Rp. 12.500.000

2. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000

3.  MOBIL, DAIHATSU B401RS-GMZFJ 1.2 R M/T Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 45.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. e

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 658.764.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ——-
Sub Total Rp. 1.522.364.000

. HUTANG Rp. -
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-1iI) Rp. 1.522.364.000

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan = Tahun: 11 Januari 2022/Periodik = 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MIRADIANA
2. Jabatan : WAKIL KETUA
3. NHK : 110331
ll. DATA HARTA
A, TANAH DAN BANGUNAN Rp. 300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 323 m2/112 m2 di KOTA TERNATE ,
HIBAH TANPA AKTA Rp. 300.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 95.000.000
1. MOBIL, HONDA BRIO SATYA MINIBUS Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 95.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 131.540.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ——

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 115.700.236

F. HARTA LAINNYA Rp. ——

Sub Total Rp. 642,240.236

lLHUTANG Rp. -

IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (ll-Iif) Rp. 642.240.236
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: § Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG ¢ YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARSONO
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 98769
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

1. Tanah dan Bangunan Seluas 138 m2/90 m2 di BONE, HASIL
SENDIRI Rp. 400.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/130 m2 di KUPANG, HASIL
SENDIRI Rp. 300.000.000

3. Tanah Seluas 1000 m2 di KUPANG, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOTOR, HONDA BIET SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 5.000.000

2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 11.000.000

3. MOBIL, TOYOTA ETIOS VALCO G Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.

D. SURAT BERHARGA Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS Rp.

F. HARTA LAINNYA Rp.
Sub Total Rp.
I.LHUTANG Rp.
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (-1} Rp.

720.000.000

106.000.000

85.500.000

11.718.000
923.218.000
923.218.000

0

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama . SYAFRUDIN
2. Jabatan . SEKRETARIS
3. NHK . 453362
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 492.500.000

1. Tanah Seluas 1085 m2 di KOTA TIDORE KEPULAUAN , HASIL
SENDIRI Rp. 75.000.000

2. Tanah Seluas 600 m2 di KOTA BITUNG , HASIL SENDIRI Rp.
96.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 289 m2/150 m2 di KOTA TIDORE
KEPULAUAN , HASIL SENDIRI Rp. 321.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 4.500.000
1. MOTOR, HONDA BEET Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
4.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.450.000
D. SURAT BERHARGA Rp. e
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 51.478.000
F. HARTA LAINNYA Rp. 66.000.000
Sub Total Rp. 620.928.000
HI.HUTANG Rp. 294.784.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-lI) Rp. 326.144.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen vyang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara waijib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HASANAH, S.HI
2. Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA HUKUM
3. NHK : 657456
. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 342 m2/342 m2 di KAB / KOTA KOTA
TERNATE , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 190.000.000
1. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

190.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 11.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 38.768.403

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 1.239.768.403

Ill. HUTANG Rp. -—--
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (l1-1iI) Rp. 1.239.768.403

Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikinmkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memeriukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ZUNAYA
2. Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA PERMOHONAN
3. NHK : 520754
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 130.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/135 m2 di KOTA TIDORE
KEPULAUAN , HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. Tanah Seluas 374 m2 di KOTA TIDORE KEPULAUAN , WARISAN
Rp. 65.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 13.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -

D. SURAT BERHARGA Rp. een

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.060.090

F. HARTA LAINNYA Rp. s

Sub Total Rp. 148.060.090

. HUTANG Rp. -

IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-1ll) Rp. 148.060.090
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
. DATA PRIBADI
1. Nama . IDHAM PAYAPO
2. Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA GUGATAN
3. NHK : 549569
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 209 m2/117 m2 di KOTA TERNATE ,
HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 15.000.000
1. MOTCR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1992, HIBAH DENGAN
AKTA Rp. 7.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 2BJ Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.

8.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 8.900.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 776.500.000
. HUTANG Rp. 700.000.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 76.500.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

2021

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG ¢ YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
. DATA PRIBADI
1. Nama : HUSNA HAMISI
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 690203
Il. DATAHARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 120.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 11 m2/23 m2 di KOTA TERNATE ,
HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 14.000.000
1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 9.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -
D. SURAT BERHARGA Rp. ===
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 500.000
F. HARTA LAINNYA Rp. —an
Sub Total Rp. 134.500.000
. HUTANG Rp. 150.000.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-1ll) Rp. -15.500.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
. DATA PRIBADI
1. Nama : NURASIA
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK . 481258
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. e
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 340.000.000
1. MOBIL, SUZUKI IGNIS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
170.000.000

2. MOBIL, SUZUKI IGNIS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

170.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. eee
D. SURAT BERHARGA Rp. s
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. ----
F. HARTA LAINNYA Rp. e
Sub Total Rp. 340.000.000
.LHUTANG Rp. 328.800.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-1l1) Rp. 11.200.000

Catatan:

i

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGG! AGAMA MALUKU UTARA

I. DATA PRIBADI
1. Nama : IRNAYANTI TJAN, SH
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 480803

Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. e
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 15.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO VINO BJ8 Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 15.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -
D. SURAT BERHARGA Rp. oy
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. o
Sub Total Rp. 16.000.000

. HUTANG Rp. 900.000.000

IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-ll) Rp. -884.000.000

Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikiimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

. DATA PRIBADI

1. Nama JUMRIYANI
2 Jabatan PANITERA PENGGANTI
3. NHK 715434
I. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 525.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 12 m2/10 m2 di KOTA TERNATE |
HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 30.000.000
1. MOBIL, DAIMATSU HYLINE F B9 {2765) JEEP Tahun 1991, HASIL
SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 49.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. —

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. e

Sub Total Rp. 605.000.000

HLHUTANG Rp. o—

IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (111} Rp. 505.000.000
Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam  lembar in merupakan dokumen yang dicetak secara otomats  daon
gitikpn kpk go.d, Seluruh data dan imformasl yang tercantum dalam dokumen Inl sesual dengan LHKPN yang
diisi dan dikinmkan sendin oleh Ponyelenggara Negara malals o ok go. i, serta hdak dapat dijadikan
dasar aieh Penyelenggara Negara yang bersangkutan altau siapapun juga untuk menyatakan bahwa hara
kakayaan yang bersangkutan tdak terkait tindak pidana. Apatida dikamudian har ardapat harta kekayaan milik
FPenyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk benanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaky

2.Pengumuman i ielah ditempatkan dalam meda pengumuman esme KPK dalam rangka memtasiidas:
pemanuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan hana kekayaan sasuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tantang Penyelenggara Negara yang Bersih dan SBebas dar Komupsi, Kelust dan
Napotsme.

3. Pengumuman i bdak memeriukan tanda tangan karena dicetak secara olomays

ol




Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
. DATA PRIBADI
1. Nama : KARTINI PANDJAB
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 654035
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 735.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 221 m2/221 m2 di KOTA TERNATE ,
HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2.  Tanah Seluas 155 m2 di KOTA TERNATE , HASIL SENDIRI Rp.

135.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. -
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. o~
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.500.000
F. HARTA LAINNYA Rp. nage
Sub Total Rp. 746.500.000
. HUTANG Rp. 682.896.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (li-1ll) Rp. 63.604.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui efhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SITTIHAJAR MUHAMMAD
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK 1 722669
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 60.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 341 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
TERNATE , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 220.000.000
1. MOTOR, YAMAHA VINO GRANDE Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 20.000.000
2. MOBIL, ZUZUKI XL7 ZUZUKI SPORT Tahun 2020, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -

D. SURAT BERHARGA Rp. e

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 800.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 280.800.000

lll. HUTANG Rp. 827.200.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-li) Rp. -546.400.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
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3. Pengumuman ini tidak memeriukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : RUGAYA ALKATIRI
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 718304
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 7 m2/10 m2 di KOTA TERNATE ,
HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 35.000.000
1. MOTOR, HONDA SCOPY OTOMATIS V-MATIC Tahun 2019,
HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. e

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ——

Sub Total Rp. 341.000.000

lI. HUTANG Rp. 800.000.000

IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (li-1ll) Rp. -459,000.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara danfatau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
I. DATAPRIBADI
1. Nama . MARINI ABDULLAH
2. Jabatan . PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 547554
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 150.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/22.14 m2 di KOTA TERNATE
, WARISAN Rp. 150.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 11.000.000
1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR RODA DUA Tahun 2014,
HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -

D. SURAT BERHARGA Rp. —

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ——
Sub Total Rp. 163.000.000

. HUTANG Rp. 663.050.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-1l1) Rp. -500.050.000

Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga uniuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan = Tahun: 11 Januari 2022/Periodik = 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MUNIRA JUNIARTI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 683663
. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 90.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 14 m2/10 m2 di KOTA TERNATE ,
HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. =

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.100.000

D. SURAT BERHARGA Rp. —

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.937.500

F. HARTA LAINNYA Rp. e

Sub Total Rp. 98.037.500

lI.LHUTANG Rp. 3.469.300

IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (li-1l) Rp. 94.568.200
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen vyang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
I.  DATA PRIBADI
1. Nama : MUZNAHWATY QUILIM
2. Jabatan . BENDAHARA
3. NHK 1 804447
Il. DATA HARTA
A, TANAH DAN BANGUNAN Rp. 75.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m2/2500 m2 di KOTA
TERNATE , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. -—

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. —

F. HARTA LAINNYA Rp. 20.000.000

Sub Total Rp. 96.500.000

. HUTANG Rp. 500.000.000

IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-ll) Rp. -403.500.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikiimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn. kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memeriukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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